4,

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 106 TAHUM 2010

TENTANG

RENCANA AKS| DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2009-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

A

bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi periu
dirumuskan Rencana Aksi Daerah {RAD) Pemberantasan Korupsi
Provinsi Daerah Khusus lbukotg Jakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, periu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2000-2012;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

Undaﬁg-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1899 tentang Pernberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomcr 10 Tahun 2004 fentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; .



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia:

8. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/S4/M_PAN/B2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi Pefaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Keptriusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/{120/M.PAN/4/2006:

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunarn Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Tahun 2007-
2012; '

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Dasrah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Keputusan Gubemur Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pencegahan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui Optimalisasi Fungsi
Pengawasan Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14. Keputusan Gubernur Nomor 1335 Tahun 2009 tentang Tim

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Percepatan Pemberantasan Korupsi; '

MEMUTUSKAN

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

(RAD) PEMBERANTASAN KORUPS| PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009-2012.

Pasal 1

{1) Melaksanakan Rencana Aks| Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan
program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran |,
Lampiran 1| dan Lampiran Il Peraturan Gubemur ini.,



Diundangkan di Jakarta
padatanggal 1o Juni 2010

(2)

(1)

(2)

Rencana Aksl Daerah Pemberantasan Korupsi {RAD-PK)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan terdiri
dari Koordinasi, Pencegahan, Penindakan, Monitoring dan
Evaluasi.

Pasal 2

Untuk  kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, menugaskan kepada Tim Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi untuk
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi di Daerah.

Tim Koordinasi, Menitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
setiap semester kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan
kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaky pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 1 Juni 201p

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
[BUKQTA JAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN

2010

NOMOR 110



Lampiran | : Peraturan Gubamur Provinsi Daerah Khusus
Ibtkota Jakarta

Nomor
Tanggal

RENCANA AKS) DAERAH PEMBERANTASAN KORUPS|
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009-2012

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi Bangsa Indonesia saat inj adalah
permasalahan korupsi yang merupakan permasalahan serius bangsa dan merupakan

kejahatan luar biasz serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan
dan pemberantasan korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenamya memperiihatkan
besamya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari
sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formai (hukum acara pidana).
Namun demikian, masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaky
korupsi untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.

Terlepas dari kuantitas peraturan  perundang-undangan yang dihasilkan,
permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan
perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap
yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosia| yang
terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang pemisif dan
menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Untuk itu, dalam rangka perwujudan kehidupan berbangsa dan bemegara sesuai
dengan tuntutan reformasi, periu adanya fransparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan serts periu adanya kesamaan visi, persepsi dan misi
dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat dalam memerangi korupsi. Lebih
lanjut, dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Pemerintah telah
mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor § Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi yang antara lain berisi instruksi kepada para
Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Para Gubemur, serta Para Bupati dan Walikota untuk mendukunyg upaya
pemberantasan korupsi tersebut.

Provinsi DKi Jakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
sudah seharusnya mendukung upaya Pemerintah dalam upayva percepatan
pemberantasan korupsi, Dukungan Provinsi DKi Jakarta terhadap upaya percepatan
pemberantasan korupsi lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)} Tahun 2009-2012 yang mengacu pada Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-
2012, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD} DKI Jakarta Tahun 2009
serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), Di samping RAD-PK
mendasarkan pada peraturan-peraturan pokok di atas, RAD-PK Tahun 2009-2012 juga
mengacu pada Keputusan Gubemur Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pencegahan
Korupsi, Kelusi dan Nepotisme (KKN) melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan
Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta.

Pada hakekatya Pemerintah Provinsi Daeraf Khusus Ibukota Jakarta
berkomitmen dan mendukung penuh terhadap kebijakan Pemerintah dalam upaya
pemberantasan korupsi. RAD-PK Provinsi DK| Jakarta lebih dititikberatkan pada
peningkatan kualitas pelayanan publik (masyarakat). Bila dikaitkan dengan kerangka
otonomi daerah, pada dasamya pelayanan pubfik merupakan salah satu dari tiga fungsi
pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, yaitu fungsi penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat, Sejalan dengan ikfim reformasi dan kerangka otonomi
daerah yang pada hakekatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan
bertahap menuiju tata pemerintahan yang baik (good governance), dimana salah saty
dimensi keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat, maka pelayanan kepada masyarakat merupakan isu
yang harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius.

Penitikberatan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di era
otonomi daerah mengacu pada pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004,
yang menginstruksikan, kepada para Gubernur serta para Bupati dan Walikota dalam
rangka percepatan pemberantasan korupsi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan
standar pelayanan minimum yang meliputi persyaratan-persyaratan, kemudahan/
kesederhanaan dan kepastian target waktu penyelesaian, seria tarif biaya yang harus
dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuaj peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai Lupaya
percepatan pemberantasan korupsi, RAD-PK Provinsi DK| Jakarta Tahun 2000-2012
diarahkan pada :

a. Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan kegiatan.,

1. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik dengan hasil yang dibarapkan adalah

kejelasan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal waktu,
biaya dan persyaratan,

2. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dengan hasil
yang diharapkan peningkatan jumlah Pejabat/Pejabat Negara Wajib Lapor.

3. Peningkatan Efekfivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Pembinaan Aparatur dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan hasil
yang diharapkan adalah perbaikan kinerja perangkat daerah,



b. Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi, melalui kegiatan dukungan terhadap
upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan hasil yang diharapkan
adalah peningkatan kelancaran penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum
serta jumiah Peraturan Daerah yang direvisi.

¢. Bidang Monitoring dan Evaluasi, metalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan dengan hasil yang diharapkan antara lain peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam
memberantas korupsi serta memperjelas langkah-langkah Pemerintah Daerah
terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

. RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2609-2012

Penanganan Korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memaerukan
pendekatan penanganan secara sistemnatis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan
dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan
maupun penindakan serta untuk memberikan hasil yang konkrit kepada masyarakat
sebagai upaya mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan penyelenggara

negara serta dalam rangka pemahaman mengenai anti korupsi kepada masyarakat,
maka dilakukan sistern monitoring dan evaluasi.

1. Rencana Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi

Langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012 diartikan dengan berbagai langkah dan
upaya yang ditakukan melalui antara lain perbaikan dan penyempumaan insfrumen
kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya

seria pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terfadinya tindak
pidana korupsi.

Langkah pencegahan dilakukan pada bidang-bidang pembangunan yang
strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi,
korupsi dan nepotisme. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan
komprehensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena
terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat. Secara ideal,
langkah pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan pada seluruh
pilar-pilar integritas negara, baik Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Namun, dengan
terbatasnya sumber daya saat ini, banyak vang harus dilakukan baik oleh
pemetintah daerah maupun masyarakat untuk memperbaiki dan memperbaharui
keadaan terutama setelah terjadinya krisis multi dimensi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah-langkah pencegahan dalam
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi DK Jakarta Tahun 2009-
2012 diprioritaskan pada beberapa hal sebagai berikut :

a. Workshop Penyusunan RAD-PK Provinsi DI Jakarta;

b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDBY), Mutasi Siswa dan Transparansi APBS;
c. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;



d. Peningkatan Mutu Pelayanan Gakin:

e. Transparansi Pelayanan Perizinan Bangunan;

f. Tata Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
9. Pengadaan Barang dan Jasa Permerintah.

. Rencana Penindakan Tindakan Korupsi

Penindakan tindakan korupsi diartikan sebagai pengenaan sanksithukuman
atas segaia bentuk penyimpangan terhadap norma/nilai’/ketentuan/peraturan
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Langkah
penindakan dipriofitaskan pada percepatan penegakan dan kepastian hukum

dalam penanganan perkara korupsi yang besar dan menarik perhatian masyarakat
dan pengembalian hasil korupsi kepada negara.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada dukungan terhadap upaya-upaya
penindakan tindak pidana korupsi, yang meliputi :

a. Penerbitan |zin Pemeriksaan cleh Aparat Penegak Hukum; dan

b. Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Pemerintah Kota/abupaten se
DKI Jakarta.

. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Dasrah Pemberantasan
Korupsi

Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini
terkesan belum efektif, optimal dan bahkan berjalan lamban. Kondisi semacam inj
sefing menimbulkan kekecewaan masyarakat yang diapresiasikan melalui berbagai
kritik dalam mass media, forum seminarfiokakarya, bahkan unjuk rasa dari elemen
masyarakat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus, maka bukannya tidak
mungkin pada titik kritis tertentu akan memuncuikan ledakan ketidakpuasan
bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan
tindak pidana korupsi. Untuk ity berbagai langkah pencegahan dan penindakan
pelaku tindak pelaku korupsi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan
langkah-langkah vang sistematik dan berkelanjutan. Dalam monitoring dan
evaluasi, selain adanya fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah juga sangat
diperlukan pengawasan yang bersifat ekstemal dari elemen masyarakat yang
disertai perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri, dalam bentuk -

a. Hak mencari informasi adanya dugaan korupsi;

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi
serta adanya dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum;

c. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada aparat
penegak hukum; dan

d. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penyampaian informasi.

Untuk it diperlukan pedoman monitoring dan evaluasi yang dipergunakan
sebagai acuan bagi semua Instansi Pemerintah baik di Pusat dan Daerah yang

memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan monitoring
dan evaluasi, dengan tujuan :



o o0 TR

Menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan;
Memberikan informasi akurat dalam deteksi dini:
Merpertajam pengambilan keputusan;
Penyelesaian kendala yang dihadapi:
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas; dan
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengacu pedoman di alas, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat

dilaksanakan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan serta akan menjadi
suatu dokumen yang hidup (fiving document) yang dapat selalu diperbarui sesuai

dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka pemberantasan tindak
pidana korupsi.

a. Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi/data lentang

petaksanaan RAD-PK (Pencegahan dan Penindakan) serta hambatan, Kegiatan
monitoring dilakukan datam bentuk

1. Kunjungan Kerja {Site Visit)
Penanggung jawab kegiatan melakukan kunjungan kerja dalam jangka waky
tertentu, Kunjungan kerja harus menfokuskan untuk mendapatkan masukan
tentang pelaksanaan kegiatan, paling tidak dua kali setahun.

2. RapatPerternuan 1
Tujuan pertemuan untuk melibatkan pihak yang terkait dalam penyampaian
masalah dengan pelaksanaan kegiatan. Pertemuan dilakukan pada tempat

dan yang berbeda dengan frekuensi yang beragam dan harus dilakukan
secara feratur.

3. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Penetimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan RAD-PK
dan dugaan tipikor sebagai salah satu upaya Pengumpulan informasi/data.

zvaluasi
Evaluasi dilaksanakan, melalui langkah-langkah :

identifikasi tujuan evaluasi:

menentukan lingkup evaluasi:

menyusun agenda analisis:

menentukan tingkat pencapaian bakwnormal {benchmarking):
mengumpulkan informasi yang tersedia; dan .
menyusun simpulan hasil evaluasi dan rekomendasi.

POREON -

¢. Pelaporan

1. Pada dasarnya pelaporan terus dilakukan secara berjenjang dan tergtur/
petiodik,



2. Mekanisme pelaksanaan

Tata cara pelaporan dapat dilihat dalam bagan berikut :

PRESIDEN

= REAP>>Z

i

GUBERNUR

——— e = — -

SKPD
Terkait

: Pelaporan pengaduan masyarakat
: Laporan isi pehgaduan masyarakat

: Penanganan

: Laporan Hasil Penanganan

Gambar |. Bagan Mekanisme Pelaporan Pengaduan Masyarakat

pelaporan hasil monitoting dan evaluasi dapat dilihat sebagai

berikut :
PENERIMA PERIODE WAKTU
NG | PELAPOR LAPORAN | TEMBUSAN | peihooraN|  PENYAMPAIAN
1. | SKPD terkait | Gubernur 1. Inspektorat | Semester Selambatlambatrya 14
pelaksanaan 2. Bappeda (empat belas) hari setelah
RAD-PK berakhimya semester
bersangkutan,
2. | Gubemur Presiden 1. KPK Semester Selambatdambatnya 14
2. Mendagri (empat belas) hari satelah
3. Menpan berakhimya semeaster
4. Instansi bersangkutan.
penegak .
hukum
3. Bappenas
3. | Masyarakat | 1. Gubemur Sesuaidengan | Insidentil -
2. BupaitWalikota | kepentingan
3. Kepala Badarny masyarakat
Dinas/Biro/
Kanter Prov
4. Inspektorat




lll. PENUTUP

a. Mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai
konteks waktu dan tempat terjadinya, maka isu prioritas dan kegiatan yang
tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2009-2012 akan
disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pelaku pelaksana
dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2009-2012.

b. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2009-2012,
dibutithkan suatu lingkungan yang kondusif dengan visi dan komitmen Pimpinan,
pengadaan sumber daya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan
dan pendekatan yang terdiri dari tindakan Pencegahan dan tindakan Penindakan

sefta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi. '

¢. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu fidak singkat, sumber
daya yang memadai seria partisipasi selurvh komponen bangsa. Untuk ity,
pelaksanaan semua rencana tindak fanjut Rencana Aksi Daerah ini, pemantauan
dan evaluasinya pedu melibatkan semua pihak, termasuk pihak Eksakutif, Legislatif,
Yudikatif, Swasta, Pers, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
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